
AS OF 26 APRIL 2019  

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR … TAHUN … 44 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN                                

NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pemberian 

kesempatan penjualan hasil pengolahan mineral logam 

ke luar negeri sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 
yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor ... Tahun 2024 tentang Penyelesaian 

Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di 
Dalam Negeri, dan untuk memberikan kepsatian 

berusaha bagi eksportir, perlu melakukan perubahan  
terhadap ketentuan barang yang dilarang untuk diekspor 
bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 
tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang 
Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 492); 
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor ... Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kelanjutan 

Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di 
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor …..); 

  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN 
PENGATURAN EKSPOR. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan 

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
527) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 49 

(1)  Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau 
pemurnian berupa: 
a. konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) 

dengan kadar ≥ 50% (lebih dari atau sama 
dengan lima puluh persen) Fe dan ≥ 10% (lebih 

dari atau sama dengan sepuluh persen) 
(Al2O3+SiO2); 

b. konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% (lebih 

dari atau sama dengan lima belas persen) Cu; 
c. konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% (lebih dari 

atau sama dengan lima puluh enam persen) Pb; 

d. konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% (lebih dari 
atau sama dengan lima puluh satu persen) Zn; 

dan 
e. lumpur anoda (anode slime), 
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hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 
Desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang energi dan sumber 
daya mineral, yang dibuktikan dengan nomor dan 
tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor 

dari kantor pabean. 
(2)  Barang pertambangan berupa: 

a. konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) 
dengan kadar ≥ 50% (lebih dari atau sama 
dengan lima puluh persen) Fe dan ≥ 10% (lebih 

dari atau sama dengan sepuluh persen) 
(Al2O3+SiO2); 

b. konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% (lebih 

dari atau sama dengan lima belas persen) Cu; 
c. konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% (lebih dari 

atau sama dengan lima puluh enam persen) Pb;  
d. konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% (lebih dari 

atau sama dengan lima puluh satu persen) Zn; 

dan 
e. lumpur anoda (anode slime), 

mulai tanggal 1 Januari 2025 hanya dapat diekspor 
untuk keperluan penelitian dan pengembangan, 
keperluan Ekspor kembali, dan/atau keperluan 

Ekspor produk industri yang termasuk kategori 
produk pertambangan yang bahan baku utamanya 

berasal dari impor dan/atau skrap berupa logam.  
(3)  Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau 

pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

Barang pertambangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
 

2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan 
dan Pengaturan Ekspor diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal …. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal …30 Mei 2019 
 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
 

ZULKIFLI HASAN 

 
 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ... 
 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 
ASEP N. MULYANA 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 

 

 

 
 


